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ABSTRAK 

Tuntutan kebutuhan pegawai yang tidak dapat lagi ditunda menjadi dasar disusunnya UU 

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana undang-undang ini mengenalkan satu 

posisi baru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. yang termasuk ke dalam 

golongan ASN. Negara harus memberikan kepastian berkaitan dengan hal-hal yang bisa 

ditetapkan sebagai tolak ukur untuk menentukan masa kerja PPPK. 

Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana hak, kewajiban dan 

perlindungan hukum untuk PPPK berdasarkan peraturan yang berlaku jika dibandingkan 

dengan PNS; serta apakah PPPK dapat mengajukan gugatan administrasi ke PTUN jika 

dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang  menggunakan pendekatan undang-

undang (Statute Approach), dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan 

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 

Dari penelitian ini diketahui bahwa PPPK dan PNS memiliki hak yang berbeda, padahal 

kewajiban PPPK dan PNS sama berdasarkan  UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. 

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh PPPK dan PNS sama. Namun PNS dan PPPK 

mempunyai posisi yang berbeda dimana PNS memiliki kekuatan hukum untuk mengambil 

kebijakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta jenjang karir yang jelas sebagai 

pegawai negeri tetap. Sedangkan PPPK merupakan pegawai pemerintahan yang berkeahlian 

secara khusus yang tugasnya adalah pelaksana. PPPK dapat mengajukan gugatan ke PTUN 

setelah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif yakni upaya banding administratif 

yang diajukan kepada BPASN sebagaimana diatur dalam PP No. 79 Tahun 2021 tentang Upaya 

Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tepatnya dalam Pasal 18. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 

Pemutusan Hubungan Kerja  
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Demands for employee needs that can no longer be postponed became the basis for the 

formulation of Law no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, where this law introduces 

a new position, namely Government Employees with Work Agreements. belonging to the ASN 

group. The state must provide certainty regarding matters that can be set as benchmarks to 

determine the period of service of PPPK. 

The research is focused on two problem formulations, namely how are the rights, 

obligations and legal protection for PPPK based on applicable regulations when compared to 

PNS; as well as whether PPPK can file an administrative lawsuit against the State 

Administrative Court if the government terminates employment based on applicable laws and 

regulations. 

This research is a normative research, which uses a statutory approach (Statute 

Approach), and a Conceptual Approach (Conceptual Approach). The types of legal materials 

used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. 

From this research it is known that PPPK and PNS have different rights, even though 

the obligations of PPPK and PNS are the same based on Law no. 5 of 2014 concerning ASN. 

The legal protection obtained by PPPK and civil servants is the same. However, civil servants 

and PPPK have different positions where civil servants have the legal power to make decisions 

based on their authority and clear career paths as permanent civil servants. Whereas PPPK is 

a government employee with special expertise whose job is to implement. PPPK can submit a 

lawsuit to the Administrative Court after first submitting administrative efforts, namely 

administrative appeals submitted to BPASN as stipulated in PP No. 79 of 2021 concerning 

Administrative Efforts and Advisory Board for the State Civil Apparatus, precisely in Article 

18. 
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